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Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN 

Nomor 1245/Pdt.G/2024/PA.Bgl 

 

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA 

Pengadilan Agama Bangil yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada 

tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara 

Cerai Gugat antara: 

PENGGUGAT, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wirausaha, 

tempat kediaman di, Kab. Pasuruan, sebagai Penggugat; 

melawan 

TERGUGAT, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wirausaha,  

tempat kediaman di, Kab. Pasuruan,  sebagai  Tergugat;  

Pengadilan Agama tersebut;  

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini; 

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di muka sidang;  

DUDUK PERKARA 

Bahwa Penggugat dalam surat gugatan tanggal 02 Juli 2024 yang terdaftar di 

Kepaniteraan Pengadilan Agama Bangil, Nomor 1245/Pdt.G/2024/PA.Bgl tanggal 02 Juli 

2024 telah mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut: 

1. Bahwa pada tanggal 12 Februari 2005, Penggugat dan Tergugat telah 

melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada 

Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bangil, Kabupaten Pasuruan, 

sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 125/40/II/2005, 

tertanggal 14 Februari 2005; 

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang 

tua Penggugat selama 18 Tahun 10 Bulan dan sudah melakukan hubungan 

layaknya suami istri yang baik (ba'da dukhul) dan sudah di karuniai 4 

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 1
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anak yang bernama : 

1. ANAK I usia 18 tahun; 

2. ANAK II usia 17 tahun;  

3. ANAK III usia 12 tahun; 

4. ANAK IV usia 6 tahun; 

3. Bahwa sejak Tahun 2017 keadaan rumah tangga Penggugat dan 

Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan karena sering terjadi 

perselisihan dan pertengkaran yang di sebabkan oleh Penggugat tidak 

memiliki komunikasi yang baik dengan Tergugat, dimana Penggugat 

dan Tergugat masing-masing punya kesibukan dengan usahanya 

masing-masing, dimana Tergugat membuka counter nya sampai jam 10 

malam dan setelah itu jagongan (ngobrol) dengan tetangga hingga dini 

hari, dimana saat dini hari Penggugat sudah tertidur dan bangun pada 

pagi hari dan disibukkan dengan mengurus anak-anak Penggugat dan 

Tergugat, akhirnya Penggugat pun mengurus seisi rumah dan 

anak-anak Penggugat dan Tergugat sendirian, namun hal ini sudah 

sempat didiskusikan untuk mencari jalan keluar terbaik bahkan sudah 

dibantu oleh orang tua dan mertua namun tidak berhasil; 

4. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada Desember 

2023 Tergugat pergi meninggalkan rumah Penggugat dan tinggal di 

counter milik Tergugat; 

5. Bahwa akibat terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut, kini 

antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pisah kediaman sejak 

bulan Desember 2023 selama kurang lebih 18 (delapan belas) tahun 10 

(sepuluh) bulan, dimana sekarang Penggugat berkediaman di rumah 

orang tua Penggugat dan Tergugat berkediaman di toko milik Tergugat. 

Dan selama pisah kediaman tersebut, Tergugat sudah tidak 

memberikan nafkah lahir bathin kepada Penggugat; 

6. Bahwa pihak keluarga telah berusaha memberi nasehat, akan tetapi 

tidak berhasil karena Penggugat tetap pada prinsip untuk bercerai 

karena Tergugat sudah tidak mempunyai i’tikad baik lagi untuk 

menjalankan kehidupan rumah tangga 

Disclaimer
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7. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi 

Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu 

Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Bangil 

kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini; 

8. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara 

ini; 

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon 

kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi 

sebagai berikut: 

Primer 

 

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya; 

2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap 

Penggugat (PENGGUGAT); 

3. Membebankan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;  

Subsider: 

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang 

seadil-adilnya (ex aequo et bono); 

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat dan 

Tergugat telah datang menghadap di persidangan dan Majelis Hakim telah 

berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun, dan  

selanjutnya diperintahkan untuk melakukan upaya mediasi melalui mediator 

dari kalangan non hakim bernama Syafa'atin, S.H.; 

Bahwa berdasarkan laporan mediasi tanggal 11 Juli 2024 ternyata 

mediator berhasil mendamaikan Penggugat dan Tergugat dan terhadap laporan 

tersebut Penggugat dan Tergugat membenarkan dengan menyampaikan 

bahwa Penggugat dan Tergugat telah berdamai; 

Bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan permohonan pencabutan 

perkaranya ; 

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 3



Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

 

 

Hal. 4 dari 6 Hal. Pen. No.1245/Pdt.G/2024/PA.Bgl 

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk berita 

acara sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari 

penetapan ini ;  

PERTIMBANGAN HUKUM 

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah 

sebagaimana diuraikan di atas; 

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 130 HIR, jo Pasal 82 

ayat (1 dan 4) Undang-undang Nomor  7 Tahun 1989 jo. Pasal 31 ayat (1 dan 

2) Peraturan Pemerintah Nomor  9 Tahun 1975 dalam setiap persidangan 

Majelis Hakim telah berupaya untuk mendamaikan keduanya, dan  

sebagaimana Pasal 4 dan Pasal 7 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 

Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, maka Majelis Hakim telah 

memberi kesempatan kepada Penggugat dan Tergugat untuk upaya mediasi 

dimana telah ditunjuk mediator non hakim bernama Syafa'atin, S.H.; 

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil mediasi sebagaimana laporan 

mediator tanggal 11 Juli 2024 ternyata Penggugat dan Tergugat telah terjadi 

perdamaian dimana keduanya telah menyatakan akan kembali membina rumah 

tangganya dan dalam persidangan Penggugat menyatakan mencabut 

perkaranya ;  

Menimbang, bahwa terhadap permohonan pencabutan perkara, dengan 

menunjuk pada Pasal 54 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, dan Pasal 271 

dan 272 Rv. dapat diberlakukan di lingkungan Pengadilan Agama;  

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di 

atas, maka permohonan  pencabutan perkara yang diajukan oleh Penggugat 

tersebut patut dikabulkan ; 

Menimbang, bahwa perkara ini  termasuk dalam bidang perkawinan, 

maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang 

Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 

Tahun 2006 dan dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara 

dibebankan kepada Penggugat; 

Memperhatikan, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan 

hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini ;  

Disclaimer
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MENETAPKAN 

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya; 

2. Menyatakan perkara Nomor 1245/Pdt.G/2024/PA.Bgl dicabut; 

3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah 

Rp 610.000,00 (enam ratus sepuluh ribu rupiah); 

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis 

yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2024 Masehi, bertepatan 

dengan tanggal 18 Muharram 1446 Hijriah, oleh kami Nur Amalia Hikmawati, 

S.HI sebagai Ketua Majelis, Riduan, S.H.I dan Hj. Alvia Agustina Rahmah, S.H. 

masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam 

sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Imamudin, S.Ag., M.H. 

sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat; 

 

Hakim Anggota, 

 

 

 

Riduan, S.H.I 

Ketua Majelis, 

 

 

 

Nur Amalia Hikmawati, S.HI 

 

 

 

Hj. Alvia Agustina Rahmah, S.H. 

 

 Panitera Pengganti, 

 

 

 

Imamudin, S.Ag., M.H. 
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Perincian biaya : 

-  Pendaftaran : Rp 30.000,00 

-  Proses : Rp 100.000,00 

-  Panggilan : Rp 440.000,00 

-  PNBP : Rp 20.000,00 

-  Redaksi : Rp 10.000,00 

-  Meterai : Rp 10.000,00 

J u m l a h : Rp 610.000,00 

(enam ratus sepuluh ribu rupiah). 
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